
 

 
 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR  97 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2021 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

Menimbang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 

 

a. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 maka perlu 

dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2016-2021; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana 
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta 
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, 

setelah ditetapkannya perubahan RPJMD maka 
seluruh perangkat daerah wajib menyusun perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi 
dan kemudian dijadikan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021; 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 

nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan 



 

Lembaran Negara Republik Indonesia  nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 

nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD 
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-

2025; 
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi 
Sumatera Barat  tahun 2012 nomor 13); 

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 
Nomor 8); 

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Bukittinggi Tahun 2010-2030  (Lembaran Daerah 

Tahun 2011 Nomor 6). 
 
 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021 

 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Bukittinggi.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 



 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program 

Perangkat Daerah. 

11. Strategi adalah langkah berisikan program-program 

sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran. 

12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai 
sasaran RPJMD. 

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

15. Program pembangunan Daerah adalah program 
strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk 

mencapai sasaran RPJMD. 



 

 

16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu 
program. 

 

   

BAB II 

PENGESAHAN 

  Pasal 2 

  Mengesahkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Paraturan 

Walikota ini. 
 

  Pasal 3 

  Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) 
kelompok tabel sebagai berikut : 

Lampiran I  : Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan 
Kebijakan. 

Lampiran II : Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator 
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 
Indikatif 

Lampiran III : Tabel Indikator Kinerja yang Mengacu pada 
Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

  Pasal 4 

  Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pasal 2 merupakan pedoman Kepala Perangkat 
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan 
digunakan sebagai bahan penyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 
 

 
  BAB III 

MONITORING DAN EVALUASI 

  Pasal 5 

  Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
Pengesahan Perubahan Restra Perangkat Daerah melalui 

perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah. 
   

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 6 

  Paraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi 

 

  Ditetapkan di Bukittinggi 
pada tanggal  29 Desember 2017 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

                                                  dto 
 

 M. RAMLAN NURMATIAS 

 
 
Diundangkan di 

 
Bukittinggi  

pada tanggal   29 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 
       dto 

 

        YUEN KARNOVA 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 101 
 

 

 
 
 

 
 

 


